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ORIENTASI

Enam gerbang menjaga kontrak sampali rapor Penyedia

01 02 03 04 05 06

Reviu hasil SPPBJ Tanda tangan Kendali & Serah terima Penilaian

pemilihan perubahan hasil kinerja
Pra-kontrak Kontrak Pelaksanaan Penerimaan

Setiap gerbang menghasilkan bukti. Bukti itulah yang membuat keputusan PPK dapat
dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
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TITIKNOL EKSEKUSI

BAHP belum berarti kontrak siap ditandatangani

PPK menguji proses, hasil pemilihan, kemampuan calon Penyedia, dan kesiapan
REVIU HASIL AL

SPPBJ Diterbitkan setelah hasil diterima; menetapkan calon Penyedia untuk tahap
penandatanganan.
KONTRAK Hak dan kewajiban perdata mengikat setelah dokumen kontrak ditandatangani para pihak.

Batas waktu: paling lambat 14 hari kerja sejak SPPBJ—kecuali DIPA/DPA belum disahkan.
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UANG MUKA

Uang muka mempercepat, jaminan melindungi

mobilisasi alat, bahan,

TUJ UAN personel, atau modal

kerja awal

tertulis + rencana

PERMOHONAN penggunaan dan

pengembalian

diserahkan sebelum

JAM'NAN 1 00% pencairan; nilainya sama

dengan uang muka

dipotong proporsional dari

P EN G EM BAL |AN pembayaran prestasi sesuai

kontrak
Uang muka adalah fasilitas kontraktual—bukan pembayaran prestasi pekerjaan di muka.
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PERUBAHAN KONTRAK

Kondisi lapangan boleh mengubah cara, bukan tujuan

BUKTI LAPANGAN

JUSTIFIKASI

RUMUSAN PERUBAHAN

ADENDUM

pemeriksaan bersama,
pengukuran, dan BA
kondisi aktual

Tim Teknis/Ahli;
Konsultan Pengawas bila
memang digunakan

volume, jenis kegiatan,
spesifikasi, jadwal, serta
harga wajar

ditandatangani sebelum
pekerjaan yang berubah
dilaksanakan

Pekerjaan tambah: £10% kontrak awal + anggaran tersedia. Tidak dilakukan pada masa denda.
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SERAH TERIMA

100% belum cukup: hasil harus sesuai dan berfungsi

PERMINTAAN Penyedia mengajukan serah terima secara tertulis setelah pekerjaan selesai.

PERIKSA & UJI PPK/Tim Teknis membandingkan mutu, volume, dokumen, dan fungsi dengan kontrak.
BAST / PHO 'lla'{a;n%a tlankgan hanya bila sesuai; serah terima pertama memulai masa pemeliharaan
ila berlaku.

Barang/Jasa: BAST. Konstruksi/pekerjaan dengan pemeliharaan: serah terima pertama (PHO).
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PENILAIAN KINERJA

Kontrak ditutup dengan rapor Penyedia di SIKaP

01 02 03 04 05
KUALITAS &
BIAYA + WAKTU S LAYANAN + BUKTI
KUANTITAS
sesuai spesifikasi, pengendalian biaya ketepatan respons, komunikasi, rekam fakta selama
. .. . penyelesaian dan . .
volume, dan hasil dan administrasi denda dan tindak lanjut pelaksanaan

PPK wajib menilai; catatan, BA, korespondensi, dan hasil uji menjadi dasar

skor yang objektif.
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STUDI KASUS

Pondasi standar tidak aman di 20 titik rawa gambut

PAKET PJU-TS

100 unit PJU-TS

Nilai awal Rp1,5 miliar

20 titik: gambut dalam

Bore pile: +Rp120 juta

Jenis Kontrak : Harga Satuan

BIMTEK PENGELOLAAN KONTRAK + KASUS PJU-TS 08



DISKUSI KELAS

Sebagai PPK, keputusan apa yang Anda ambil?

01 - BOLEH? Apakah perubahan pondasi diperbolehkan? Jelaskan dasar teknis dan batasnya.

02 - DOKUMEN? Apa yang harus disiapkan sebelum pekerjaan dengan pondasi baru dimulai?

03 - SAH? Rp120 juta dari Rp1,5 miliar = berapa persen? Apakah persentase itu sudah cukup?

Jawaban harus memuat: keputusan, dasar, dokumen, ketersediaan anggaran, dan risiko.
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DEBRIEF FASILITATOR

8% lolos batas 10%—tetapi belum otomatis sah

0 Perbedaan kondisi lapangan terbukti 0 Pekerjaan tambah terkait tujuan awal

0 Pemeriksaan bersama dan BA tersedia e Desain, volume, dan mutu baru terjustifikasi
0 Harga wajar dan jadwal diperbarui 0 Anggaran Rp120 juta tersedia

0 Adendum ditandatangani lebih dahulu e Perubahan bukan pada masa denda

Rp120 juta + Rp1,5 miliar = 8%. Lolos pagar 10%; keputusan sah hanya jika seluruh bukti dan syarat lain

terpenubhi.
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